BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama
melaksanakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja ditinjau
dari upah minimum Provinsi Gorontalo (studi di CV. Arca Group) penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja (security) di CV. Arca Group
Provinsi Gorontalo ditinjau dari sistem pengupahannya telah diatur
dalam ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 dan Surat
Kepurtusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 426/13/X/2014
Gorontalo tentang Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2015.

a. Bahwa pihak pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pihak yang
mengeluarkan kebijakan sistem pengupahan telah mengeluarkan
keputusan tentang besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP)
Gorontalo untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.600.000 perbulan

b. Yang melanggar akan diberikan sanksi pidana kurungan penjara
dan denda 100 juta. Namun akan diawali dengan proses
penyidikan jika benar-benar ada perusahaan yang melanggar

ketentuan tentang sistem pengupahan yang berlaku di Provinsi
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Gorontalo, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap
pekerja (security) di CV. Arca Group Provinsi Gorontalo ditinjau dari
sistem pengupahannya belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukan
oleh dua indikator yakni kurangnya kesadaran pihak perusahaan atau
majikan dan tidak adanya aduan atau laporan dari pihak buruh atau
pekerja.

5.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan Provinsi Gorontalo yaitu Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo seharusnya memperhatikan nasip
buruh dan pekerja agar hak-hak mereka termasuk dalam sistem
pengupahan agar dapat terpenuhi sesuai mekanisme dan aturan yang
berlaku.

2. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo tidak harus menunggu adanya laporan dari pihak
buruh atau pekerja yang tidak dipenuhi hak-hak mereka, tapi
seharusnya lebih peka dan proaktif terhadap nasip buruh dan pekerja

yang ada di Provinsi Gorontalo.
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